
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga; 

a. bahwa guna pedoman penyusunan perencanaan dan 
anggaran belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga, maka perlu disusun Analisis Standar 
Belanja; 

ANALISIS ST ANDAR BELANJA DI LING KUN GAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
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TAHUN 2021 NOMORss 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR 
BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PURBALINGGA. 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhit dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 99); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 
1781); 

Menetapkan: 



(2) ASB sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Bupati ini merupakan 
pedoman dalam penyusunan pagu belanja dalam proses perencanaan dan 
penganggaran. 

(1) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, 
dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan anggaran belanja yang 
efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

BAB II 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Daerah. 

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala 
SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga selaku Pengguna Anggaran. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban 
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 
dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar 
yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja 
setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan 
perencanaan dan anggaran belanja untuk satu tahun anggaran. 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 



Kegiatan SKPD yang belum dimuat dan diatur d.al.arn Peraturan Bupati 
ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, 
dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan 
pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten 
Purbalingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 7 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 

Pasal 6 

Dalam rangka penyusunan perencanaan dan RKA SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pengendalian terhadap 
pelaksanaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 
oleh Kepala SKPD. 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

(2) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Pemeliharaan rutin gedung/bangunan; dan 
b. Pemeliharaan kendaraan. 

Pasal 4 

BAB III 
JENIS ASB 

Penerapan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, 
bertujuan untuk: 
a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 
b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran 

berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan 
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Pasal 3 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 

HEt:JSTI 

DYAH HAYUNING PRATIWI 

BUPATI PURBALINGGA, 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 7 Deaembar 2021 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 7 Desomoor 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 19 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Biaya 
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 19) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 



2. Bia ya pemeliharaan kendaraan dinas 

Keterangan: 
a. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan 

satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan 
kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan guna 
menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar 
tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat 
kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai 
bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau 
bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus 
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 

b. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan 
gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau 
bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. 

c. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri 
dialokasikan ongkos tukang/pekerja, pembelian bahan bangunan, 
biaya administrasi. 

Keterangan: 

No Uraian Satuan Be saran 
(Rp.) 

1. Kendaraan jabatan Bupati/Wakil unit/tahun 41.900.000 
Bupati dan Pimpinan DPRD 

2. Kendaraan dinas Pejabat Eselon II unit/tahun 39.950.000 

3. Kendaraan Dinas Operasional 
a. Roda4 Unit/tahun 34.880.000 
b. Double gardan Unit/tahun 38.050.000 
c. Roda3 Unit/tahun 3.950.000 

No. Uraian Satuan Besa.ran (Rp.) 

1. Gedung Bertingkat m2/tahun 173.000 
2. Gedung tidak bertingkat m2/tahun 97.000 

1. Pemeliharaan Rutin Gedung/bangunan 

JENIS RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
NOMOR 88. TAHUN 2021 
TENT ANG 
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA 

HE~lSTI 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 7 Ile sen b er 2021 

DYAH HAY'tiNING PRATIWI 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 7 De sember- 2021 

BUPATI PURBALINGGA, 

Keterangan: 
a. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan 

biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan 
biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang 
digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap 
dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. 

b. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang 
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

c. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 
1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya 

pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari 
daftarinventaris;dan/atau 

2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau 
ouerhaul. 


